
PERATURAN WALIKOTA KE, R̂I 
NOMOR : ¿5* TAHUN 201 

TENTANG

LAKSANAAN PENGELUARAN UNTUK MENDANAI KFC ATAN 
DARURAT DAN TANGGAP DARURAT BENCAN

WALIKOTA KENDARI

ng : a. bahwa agar pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan
bencana di Kota Kendari pada saat tanggap darurat dapat
dilaksanakan secara cepat, tepat, dan terencana, pemerintah 
daerah menyediakan dana tanggap darurat untuk segera 
mengatasi dampak buruk yang ditimbulkan pada saat tanggap 
darurat dan/atau keadaan darurat bencana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, 
dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari 
sebagai Pedoman Pelaksanaan Pengeluaran pembiayaan 
penanggulangan Bencana saat tanggap darurat bencana di 
Kota Kendari.

t : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Kandari (Lembaran Negera 
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355);



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tantang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indaonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Ropublik Indonesia 
Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah 
Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota kendari Tahun 2008 
Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari (Lembaran 
Daerah Kota Kendari Tahun 2011 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

kan : PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG PELAKSANAAN
PENGELUARAN UNTUK MENDANAI KEGIATAN DARURAT DAN 

1  TANGGAP DARURAT BENCANA

Pasal 1

.raturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
jK
¿rah adalah Kota Kendari; 

erintah Daerah adalah Walikota Kendari dan perangkat daerah sebagai unsur 

,elenggara Pemerintahan Daerah Kota Kendari;
M
ikota adalah Walikota Kendari; 

etaris Daerah adalah sekretaris daerah Kota Kendari; 

dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari yang selanjutnya disingkat 

PBD adalah perangkat daerah Kota Kendari yang dibentuk dalam rangka

ksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana;
r



■4

na penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi 

'nanggulangan bencana untuk tahap pra bencana, saat tanggap darurat,
•

/atau pasca bencana; 

na siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh 

merintah daerah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai 

ngan batas waktu tanggap darurat berakhir;
I
!~cana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
w

*ngganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik 

h faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehigga 

gakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta 

Ja, dan dampak psikologis; 

nggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan 

:ra pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang 

.umbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta 

cnda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi,
4

tnyelematan, serta pemulihan prasarana dan sarana;

ntuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi 

butuhan dasar pada saat keadaan darurat.

Pasal 2

adaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut : 

bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak 

dapat diprediksikan sebelumnya; 

tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan 

memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan 

yang disebabkan oleh keadaan darurat.

lam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang 

lum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan 

rubahan APBD.



idanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana 

laksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

Pasal 3

ilam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara : 

menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja 

[■program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau 

¡memanfaatkan uang kas yang tersedia.

sngeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) termasuk belanja 

fituk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah 

ntang APBD.

teria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

»ncakup:

Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum 

tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat, 

enjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam 

Shun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

3rmulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

Pasal 4

sndanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk 

b̂utuhan tanggap darurat bencana.

slanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 

|) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga, 

ilanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 

[) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, 

tolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan 

Snitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat 

jnian sementara.



Pasal 5

ata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja 

butuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

3) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

¡.setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Kepala Daerah, Kepala 

SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan 

Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD 

selaku BUD;

. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala 

SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 

(satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;

c. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU 

dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD yang melaksanakan

i, fungsi penanggulangan bencana;

d. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum 

; tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi

penanggulangan bencana;

e. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana 

bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana 

tanggap darurat bencana yang dikelolanya;dan

j f. pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana 

disampaikan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan 

bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah 

dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja, 

i) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, 

l pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia 

1 anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi 

anggaran.

) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar 

pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris 

Daerah.
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Pasal 6

gturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 

prsetap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota 

sngan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari 

Pada tanggal, #5 -  /o -  2012

WALIKOTA KENDARI

c
H. ASRUN

ndangkan di Kendari 
pa tanggal 15 -  /£> - 2012

)AERAH KOTA KENDARI

\ T  \
\ \

AMARULLAH

A /
. *** ''•*
} - : . 'v

fA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2012 NOMOR.


